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PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.P/2018/PA BIk.

o> Al ozl alll pans

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara
dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang

diajukan oleh :

Baharuddin bin Sunusi, Umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan
terakhir SD, tempat kediaman di Lingkungan Gusunge, Kelurahan
Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba,

selanjutnya disebut Pemohon,;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mepelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05
Nopember 2018 telah mengajukan dispensasi kawin yang telah terdaftar di
Kepaniteraan = Pengadilan Agama  Bulukumba dengan Register  Nomor
315/Pdt.P/2018/PA BIk., tanggal 05 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Muhammad Masyhar bin Baharuddin;

2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun 5 bulan yang lahir pada
tanggal 02 Juni 2001 atau belum mencapai batas minimal umur untuk
melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama
Muhammad Masyhar bin Baharuddin dengan perempuan yang bernama Raoda Tul

Jannah binti Hadaming, Umur 16 tahun 10 bulan;

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski

dibawah umur karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan calon istrinya
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sudah sedemikian dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan

yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah
terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun
dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan (KUA) Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan Surat
Penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Gantarang, Kabupaten
Bulukumba dengan surat penolakan Nomor: B. 490/Kk.21.04.04/PW. 01/11/2018
tanggal 05 November 2018, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua
Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak

Pemohon tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon Muhammad Masyhar bin Baharuddin telah akil baligh serta

setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon isterinya tersebut;

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon Muhammad Masyhar bin Baharuddin
dengan calon isterinya Raoda Tul Jannah binti Hadaming, tidak ada halangan untuk
melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan

perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :
Primer :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muhammad Masyhar bin
Baharuddin untuk menikah dengan perempuan bernama Raoda Tul Jannah binti

Hadaming;

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
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Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim menasehati Pemohon agar
mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur,

namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak
berhasil, maka pemeriksaan perkara selanjutnya dilaksanakan dengan terlebih dahulu
dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan
oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa anak Pemohon yang
bernama Muhammad Masyhar bin Baharuddin telah menikah dengan calon istrinya
yang bernama Raoda Tul Jannah binti Hadaming pada tanggal 14 Nopember 2018 di

Desa Bonto Macinna;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk berita acara

perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon yang dibacakan di
persidangan, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan

menambahkan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tambahan Pemohon di persidangan
dimana Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad
Masyhar bin Baharuddin telah menikah dengan calon istrinya pada tanggal 14
Nopember 2018 adalah menurut Majelis Hakim bertentangan dengan isi surat
permohonan Pemohon yang meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon
dengan calon istrinya tersebut sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan
Pemohon tidak jelas dan kabur sehingga permohonan Pemohon tersebut patut

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan

dengan perkara ini;
MENETAPKAN
1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah oleh kami, Mustamin, Lc.
sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag., SH. dan Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-hakim Anggota, Ketua Majelis,
Muh. Amin T, S.Ag., SH. Mustamin, Lc.
Wildana Arsyad, S.HI., M.HI. Panitera Pengganti,

Baharuddin, S.Ag.
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- incian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 80.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
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